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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dampak implementasi e-government terhadap transparansi
pengelolaan keuangan daerah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data
primer. Teknik pengambilan data primer menggunakan teknik analisis isi (content analysis), yaitu dengan
melakukan penelusuran pada website resmi pemerintah daerah di Indonesia. Pemilihan sampel dengan
menggunakan purposive sampling dengan menetapkan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan da-
lam penetapan sampel tersebut, diantaranya pemerintah daerah yang mempunyai website resmi dan dapat
diakses pada waktu penelitian dari bulan Maret-Agustus 2020, dan memiliki data transparansi pengelolaan
keuangan daerah tahun anggaran 2019. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis regresi
linier sederhana. Hasil penelitian menginformasikan bahwa implementasi e-government berdampak secara
positif terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. Temuan ini menguatkan riset sebelumnya dan
sejalan dengan tujuan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003. Informasi penelitian ini ber-
manfaat, untuk dijadikan referensi tambahan bagi para pengambil kebijakan terkait dengan impelementasi e-
government dan peningkatan transparansi keuangan pemerintah pada masa mendatang.
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Abstract

This study aims to explain the impact of e-government implementation on the transparency of local financial
management. This type of research is a quantitative study using primary data. The primary data collection
technique uses content analysis techniques, namely by conducting a search on the official website of local
government in Indonesia. The sample selection using purposive sampling by determining certain criteria.
The criteria used in determining the sample, including local governments that have an official website and
can be accessed at the time of the study from March-August 2020, and have data on transparency of regional
financial management for the 2019 fiscal year. Furthermore, the data were analyzed using simple linear re-
gression analysis techniques. The results of the study inform that the implementation of e-government has a
positive impact on the transparency of regional financial management. This finding is corroborating from
previous research and is in line with the objectives of the issuance of Presidential Instruction No. 3 of 2003.
This research information is useful, to be used as an additional reference for policy makers related to e-
government implementation and increasing transparency of government finances in the future.
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mempromosikan transparansi pada setiap level
1. PENDAHULUAN pemerintahan (Cucciniello, Porumbescu, & Grim-

Transparansi adalah salah satu dari prinsip  melikhuijsen, 2017). Mengingat, transparansi di-
good governance. Prinsip transparansi menyiratkan  percaya berimpilikasi pada peningkatan akuntabili-
administrasi publik yang terbuka dan transparan. tas pemerintah dan mendorong penyebaran informa-
Saat ini, telah dilakukan berbagai upaya untuk si yang lebih luas kepada masyarakat terkait ke-
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bijakan dan kinerja pemerintah (Wei Wu, Liang Ma,
2017). Di sisi lain, transparansi juga dipandang se-
bagai media bagi pemerintah untuk mencapai
berbagai tujuan. Mulai dari, mengembalikan ke-
percayaan masyarakat kepada pemerintah, kemudian
meningkatkan  Kkinerja keuangan, memperluas
keterbukaan publik, memitigasi perilaku tidak etis,
mendorong legitimasi, meningkatkan komitmen,
melindungi  kepentingan  publik, pengurangan
korupsi, dan mempromosikan partisipasi publik
(Bertot, Jaeger, and Grimes 2011; Cucciniello,
Porumbescu, and Grimmelikhuijsen 2017; Pi-
otrowski 2017). Dengan demikian, beberapa tahun
belakangan ini, pemerintah di banyak Negara telah
berupaya untuk mendorong keterbukaan dan trans-
paransi mereka (Marek, 2016).

E-government dianggap mampu untuk mem-
perbaiki transparansi pemerintah dan dapat mer-
eduksi korupsi (Lupu & Georgiana, 2015). Senanda
dengan itu, Ardielli (2016) juga mengemukakan
bahwa penerapan e-government memberikan pelu-
ang signifikan untuk mengubah administrasi publik
menuju transparansi, keterbukaan dan ketersediaan
informasi yang lebih banyak. Lebih lanjut, Lopez,
Antelo, Véazquez, Connolly, & Bannister (2018)
menyatakan bahwa di dalam literature e-government
tidak ada perdebatan terkait dengan kebermanfaatan
e-government dalam mendorong peningkatan trans-
paransi pemerintah, bahkan dikatakan bahwa e-
government yang memfasilitasi terwujudnya trans-
paransi pemerintah yang lebih luas. Intinya, e-
government diyakini mampu meningkatkan trans-
paransi pemerintah.

Di Indonesia, sejak ditetapkannya Instruksi
Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 3 Ta-
hun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional
Pengembangan E-government, mengharuskan setiap
organisasi pemerintah, dari lingkup pemerintah
pusat sampai pada pemerintah daerah untuk
merancang dan mengembangkan, serta mengimple-
mentasikan konsep e-government, sebagai wadah
penyaluran informasi kepada publik. Intinya, pen-
erapan e-government bertujuan untuk meningkatkan
transparansi  (keterbukaan) informasi seluas-luas
terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan kepa-
da masyarakat. Sayangnya, sebaik pengetahuan dan
pencarian peneliti, belum adanya penelitian yang
berusaha menjelaskan apakah implementasi e-
government mampu meningkatkan transparansi
pengelolaan keuangan daerah di Indonesia? Padahal
jawaban atas pertanyaan itu penting, bagi para
pengambil kebijakan terkait dengan pengelolaan e-
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government dan promosi transparansi pengelolaan
keuangan daerah pada periode mendatang.

Melangkah dari fenomena tersebut, maka
penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara em-
piris dampak dari implementasi e-government terhadap
transparansi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia.
Disisi lain, penelitian ini bermanfaat untuk dijadikan
rujukan dalam rangka mengevaluasi implementansi e-
government dan pedoman penilaian tingkat transparansi
pengelolaan keuangan daerah di Indonesia.

2. TELAAH LITERATUR DAN
PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Konsep E-government

Secara umum dari berbagai definisi tentang e-
government menurut Sayimer (2015) adalah bahwa
e-government pada dasarnya menunjukkan pem-
anfaatan teknologi informasi untuk menyediakan
layanan publik untuk pemangku kepentingan, me-
lalui komputer. Senada dengan itu, Putra and Swas-
tika, (2016) menjelaskan e-government ialah
pemakaian teknologi informasi dan komunikasi
(TIK) guna mempermudah proses komunikasi antara
pemerintah dan pihak-pihak terkait. Sementara Ku-
mar and Best (2006) mengatakan e-government ada-
lah pemanfaatan TIK di sektor publik bertujuan
meningkatkan operasi dan penyampaian layanannya.
Lebih detail, Lupu & Georgiana (2015) mendefin-
isikan e-government yaitu penerapan TIK oleh lem-
baga pemerintah, yang dimaksudkan untuk menjalin
interaksi dan transaksi dengan masyarakat, pelaku
bisnis, dan organisasi pemerintah. Dengan kata lain,
bahwa e-government adalah media yang digunakan
pemerintah untuk menyebarkan informasi tentang
aktivitas-aktivitas pemerintahan yang telah, sedang,
dan akan berlangsung kepada pihak yang berkepent-
ingan.

Menurut Ardielli (2016) e-government mempunyai
perang penting dalam upaya modernisasi lembaga
pemerintah, untuk mengubah lembaga pemerintah
dan layanan publik menuju transparansi, ketersedi-
aan informasi, dan partisipasi warga yang lebih be-
sar dalam proses pengambilan keputusan. Senada
dengan itu Lupu & Georgiana (2015) menyatakan
bahwa teknologi informasi menawarkan pendekatan
baru untuk menciptakan transparansi dan mempro-
mosikan anti-korupsi, yang mengarah pada pening-
katan transparansi dan akuntabilitas dalam fungsi
organisasi publik dan memungkinkan pemerintah
untuk memperluas perannya sebagai penyedia
layanan yang berfokus pada pelanggan, yang meru-
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pakan inti dari kegiatan pengembangan e-
government. Sejalan dengan itu, Sayimer (2015)
juga mengungkapkan bahwa e-government dapat
menjalankan berbagai macam tujuan yang berlainan,
diantaranya; memfasilitasi penyampaian layanan
pemerintah yang lebih baik kepada masyarakat,
menciptakan hubungan lebih erat antara bisnis
dengan industri, partisipasi masyarakat (publik)
meningkat melalui akses informasi yang memadai,
dan bahkan menambah efisiensi manajemen
pemerintah. Oleh karena itu, hasil yang diperoleh
bisa berupa berkurangnya korupsi, promosi trans-
paransi, meningkatnya penerimaan, dan/atau berku-
rangnya pengeluaran. Simpulannya, e-government
diharapkan menjadikan pemerintah lebih transparan,
sehingga dapat mengurangi tindakan korup
pemerintah yang pada akhirnya meningkatkan ke-
percayaan masyarakat (publik).

Konsep Transparansi

Meskipun, di dalam literatur didapatkan pa-
ra ahli mengkonseptualisasikan transparansi ber-
beda-beda. Akan tetapi, pada intinya memiliki arti
yang serupa dari konsep yang satu dengan yang
lainnya. Contohnya, Meijer (2013) mengungkapkan
transparansi sebagai bentuk ketersediaan informasi
perihal pelaku yang membolehkan pelaku lain untuk
mengontrol cara kerja maupun kinerja pelaku per-
tama. Kemudian, Esteves de Araujo and Tejedo-
Romero (2016) menyatakan transparansi merupakan
konsep yang luas berkaitan dengan keberadaan in-
formasi, aksesibilitas, dan informasi tersebut dapat
digunakan oleh masyarakat maupun pemangku
kepentingan lainnya. Agak berbeda dengan definisi
sebelumnya, Hirsch and Osborne (2000) menya-
takan transparansi ialah sebuah wahana untuk men-
dorong efektivitas keputusan administrasi dan mana-
jerial. Lain halnya dengan Silver (2005) yang
dikutip oleh Ridha and Basuki (2012) menjelaskan
bahwa transparansi adalah bentuk tindakan keju-
juran dan kecermatan, tidak semata terbatas pada
volume informasi yang disajikan kepada publik,
tetapi juga tentang bagaimana organisasi tersebut
menjalankan operasionalnya. Senada dengan itu,
Armstrong (2005) berpendapat bahwa transparansi
didasarkan pada aksesibilitas informasi yang luas
oleh masyarakat, tepat waktu, serta dapat diandalkan
sebagai rujukan pengambilan kebijakan dan kinerja
pada organisasi sektor publik. Singkatnya, trans-
paransi menekankan pada tersedianya suatu infor-
masi tentang lembaga pemerintah, kemudian mem-
perbolehkan masyarakat dan para pemangku kepent-
ingan untuk menilai dan mengevaluasi capaian in-
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ternal pemerintah dan prestasi organisasi publik
(Grimmelikhuijsen, 2012; Meijer, 2013). Utamanya,
informasi yang dipublikasikan tepat waktu serta
dengan mudah dapat dinikmati oleh seluruh ka-
langan yang membutuhkan (Ritonga & Syamsul,
2016; Syamsul & Ritonga, 2017).

Dampak Implementasi E-government terhadap
Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Lopez-l6pez et al. (2018) secara
umum diyakini bahwa meningkatnya transparansi
pemerintah saat ini, dikarenakan hadirnya Teknologi
Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam sektor ter-
sebut (Meijer, 2013). Senada dengan itu, Ardielli
(2016) transparansi administrasi publik (lembaga
pemerintah) sangat didukung oleh masuknya TIK di
sektor ini. Konsekuensinya, pemerintah harus
menggunakan TIK sebagai mekanisme untuk mem-
bangun (memperluas) kepercayaan masyarakat
kepada lembaga-lembaga pemerintah melalui pen-
ingkatan transparansi  (Grimmelikhuijsen, 2012;
Lopez-lépez et al., 2018). Dengan demikian,
menurut Lopez-16pez et al. (2018) peneliti seperti
Norris (2001) dan Tolbert and Mossberger (2006)
memandang transparansi sebagai suatu mekanisme
yang dapat mengembalikan kepercayaan pada lem-
baga-lembaga pemerintah. Sementara itu, Cook, Ja-
cobs, and Kim (2010) berpendapat bahwa, dengan
meningkatkan jumlah informasi yang tersedia ten-
tang bagaimana Kkinerja pemerintah, pengetahuan
warga akan ditingkatkan, yang pada gilirannya akan
meningkatkan kepercayaan diri mereka dan pada
akhirnya kepercayaan mereka pada pemerintah. Se-
derhananya, TIK memungkinkan penyampaian in-
formasi yang lebih efisien, yang sangat penting ka-
rena efisiensi dan penyampaian informasi, sering
digambarkan sebagai dua pendorong utama untuk
meningkatkan kepercayaan pada pemerintah (An-
dersen et al., 2010).

Selanjutnya, melalui TIK ini, pemerintah
mengembangkan e-government sebagai media yang
membolehkan akses publik yang lebih luas terhadap
informasi pemerintah dan transparansi yang lebih
besar dalam pengambilan keputusan (Gupta, Das-
gupta, & Gupta, 2008). lyer & Rao RN (2017) juga
mengemukakan bahwa e-government memung-
kinkan transparansi yang lebih besar dalam proses-
proses (penyelengaraan pemerintahan) dengan ban-
tuan TIK yang dapat mereduksi tindakan korupsi
pemerintah, promosi tata pemerintahan yang baik,
dan dukungan untuk reformasi (Bertot et al. 2010).
Artinya, e-government memberikan peluang signif-
ikan untuk mengubah lembaga pemerintah yang ter-
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tutup  menuju  lembaga  pemerintah  yang
mengedepankan transparansi, keterbukaan, dan
ketersediaan informasi yang lebih besar (Ardielli,
2016). Hasil penelitian (lihat, John Carlo Bertot,
Jaeger, and Grimes 2012; Jaeger and Bertot 2010;
John C. Bertot, Jaeger, and Grimes 2010; Abu-
Shanab 2013; Lopez-16pez et al. 2018; Lupu and
Lazar 2015) berhasil membuktikan bahwa e-
government mampu meningkatkan transparansi
pemerintah. Dengan demikian, diajukan hipotesis
penelitian ini sebagai berikut:

Ha: Implementasi e-government berdampak
positif terhadap transparansi pengelolaan keu-
angan daerah.

Kerangka Pemikiran

Paradigma penelitian ini dijelaskan sebuah
hipotesis alternatif pada poin sebelumnya. Kemudi-
an, diwujudkan dalam bentuk Gambar 1 di bawah
ini.

\ 4

E-Gov TPKD

Gambar 1.
Paradigma Penelitian
Merujuk pada gambar di atas dapat dijelas-
kan bahwa variabel independen pada penelitian ini
adalah implementasi e-government (E-Gov) yang
memiliki pengaruh pada variabel dependen yaitu
transparansi pengelolaan keuangan daerah (TPKD).

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuanti-
tatif, yang bertujuan menjelaskan secara empiris
dampak implementasi e-government terhadap trans-
paransi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia.
Data yang digunakan adalah data primer. Teknik
pengampilan data primer melalui analisis isi, yaitu

dengan melakukan observasi pada website resmi
pemerintah daerah di Indonesia. Daftar website
resmi tersebut, diunduh dari website Kementrian
Dalam Negeri Republik Indonesia
(www.kemendagri.go.id).  Selengkapnya, terkait
daftar website pemerintah daerah dapat dilihat pada
alamat link berikut ini,
https://www.kemendagri.go.id/files/Daftar%20Alam
at%20Kantor%20Prov-Kab-Kota.pdf

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah 542 pemerintah
daerah di Indonesia. Populasi penelitian ini didasar-
kan pada Inpres Nomor 3 Tahun 2003 dan Inspres
No. 07 Tahun 2015. Inpres No. 3 Tahun 2003, yang
mewajibkan setiap organisasi pemerintah, baik di-
tataran

pemerintah pusat maupun daerah untuk merancang,
mengembangkan serta mengimplementasikan kon-
sep e-government, sebagai wadah penyaluran infor-
masi kepada publik. Sementara Inpres No. 7 Tahun
2015 ditujukan kepada seluruh pemerintah daerah di
Indonesia dalam rangka peningkatan keterbukaan
pengelolaan anggaran daerah. Sementara itu, sampel
penelitian ini terdiri dari 80 pemerintah daerah di
Indonesia. Metode penetapan sampel pada penelitian
ini, melalui pemilihan non-random dengan metode
purposive sampling. Terdapat beberapa kriteria-
kreteria yang digunakan untuk menyaring sampel
riset ini, diantaranya pemerintah daerah yang
mempunyai website resmi dan dapat diakses pada
waktu penelitian dari bulan Maret-Agustus 2020,
dan memiliki data transparansi pengelolaan keu-
angan daerah tahun anggaran 2019. Lebih lanjut,
tabel 1 di bawah ini menggambarkan langkah-
langkah pemilihan sampel merujuk syarat-syarat
yang ditetapkan.

Tabel 1
Prosedur Seleksi Sampel

No Deskripsi Jumlah Sampel

1 Total pemerintah daerah Per 31 Desember 2018 542

2 Dieliminasi karena tidak mempunyai website resmi (tidak ditemukan) (50)

3. Dikeluarkan karena website tidak dapat diakses (maintanance) (97)

4 Dieliminasi karena tidak memiliki data yang dibutuhkan (260)

5. Data otlier (55)
Sampel akhir 80

Sumber: Data diolah, 2020
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Definisi Operasional dan Pengukuran

E-government diartikan sebagai bentuk pem-
anfaatan tekonologi informasi dan komunikasi (T1K)
oleh lembaga pemerintah dalam rangka memperkuat
hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain,
diantaranya interaksi antara pemerintah dengan
masyarakat, pemerintah dengan pelaku bisnis,
pemerintah dengan pemerintah lainnya. Variabel
penerapan e-government diukur berdasarkan In-
struksi Presiden No. 03 Tahun 2003. Pengukuran
keberhasilan penerapan e-government dilakukan
dengan melakukan pengamatan pada masing-masing
situs website resmi pemerintah daerah. Pengukuran
atas indicator dari setiap dimensi dari variabel e-
government dengan menggunakan skala likert. Jika
suatu item (indikator) dinilai lengkap maka diberi
angka 5, kurang lengkap angka 4, cukup lengkap
angka 3, tidak lengkap angka 2, tidak ada angka 1.
Setelah itu, menghitung rata-rata setiap dimensi dari
variabel e-government dengan cara, membagi total
nilai yang didapatkan dari setiap dimensi dengan
jumlah item (indicator) dari dimensi tersebut,
kemudian dikalikan dengan bobot dimensi yang te-
lah ditentukan. Kemudian, menjumlahkan setiap
dimensi variabel e-government kemudian dikalikan
20% untuk mengetahui tingkat keberhasilan penera-
pan e-government pada setiap pemerintah daerah
yang dinilai (Putra and Swastika 2016).

Sementara itu, transparansi pengelolaan keu-
angan daerah adalah berkaitan dengan keterbukaan
pemerintah daerah dalam menetapkan keputusan
anggaran (keuangan), dengan demikian dengan mu-
dah dapat diketahui dan dikontrol oleh masyarakat
dan publik lainnya. Studi ini menghitung kadar
transparansi pengelolaan keuangan daerah didasar-
kan pada 12 indikator Peningkatan Transpransi
Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) (lihat, In-
struksi Kemendagri N0.188.52/1797/SJ/2012 dan
lampiran Instruksi Presiden No. 07 Tahun 2015 poin
32. Penetapan indeks transparansi pengelolaan keu-
angan daerah dilakukan dengan melakukan penga-
matan pada situs website resmi pemerintah daerah
(Ritonga & Syamsul, 2016). Pengukuran dilakukan
dengan menggunakan skala dikotomi, artinya apabi-
la suatu indikator pengelolaan keuangan tersedia,
dapat diakses, dan disajikan tepat waktu pada web-
site resmi pemerintah daerah, masing-masing diberi
angka 1 (satu) untuk

setiap kriteria. Sebaliknya, apabila suatu
indikator yang diamati tidak publikasikan, kemudian
tidak dapat diunduh, dan disajikan melewati rentang
waktu yang ditetapkan, maka masing-masing
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dikasih angka O (nol). Setelah itu, nilai yang
didapatkan untuk kriteria ketersediaan dan aksesibil-
itas dikalikan 0,25. Skor yang diperoleh untuk krite-
ria ketepatan waktu publikasi dikalikan 0,5. Hasil
perkalian tersebut, kemudian dijumlahkan untuk
memperoleh skor keseluruhan untuk setiap indi-
kator. Nilai akhir yang didapatkan setiap indikator,
selanjutnya dijumlahkan untuk mendapatkan skor
total yang diperoleh setiap pemerintah daerah. Tera-
khir, menetapkan indeks transparansi pengelolaan
keuangan daerah untuk setiap pemerintah daerah
dengan cara membagi total skor yang didapatkan
dengan total skor yang diharapkan dapat dicapai
(dihasilkan) setiap pemerintah daerah pada setiap
item, kemudian dikalikan seratus (Ritonga &
Syamsul, 2016).

Teknik Analisis Data

Teknik pengujian data pada penelitian ini,
dimulai dari uji normalitas, kemudian uji heteroske-
dastisitas, analisis regresi linier sederhana, koefisien
determinasi, dan terakhir dilakukan uji T

Analisis Regresi Linier Sederhana

Model regresi linier sederhana dilakukan
untuk menguji, apakah implementasi e-government
berimplikasi pada peningkatan transparansi pengel-
olaan keuangan daerah di Indonesia. Adapun model
regresi penelitian ini sebagai berikut:

TPKD=a+BE-Gov+e.........oevvvvveee. (1)

Dimana:

TPKD =Transparansi Pengelolaan  Keuangan
Daerah

E-Gov = Implementasi e-government

a = Konstanta
B = Koefisien Regresi

e = Kesalahan Penggangu

4. HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

Deskriptif Penelitian

Pada tabel 2 menunjukkan variabel e-
government memiliki nilai terendah sebesar 0,45,
nilai tertinggi 0,81, dan nilai rerata sebesar 0,66.
Artinya, secara rerata pemerintah daerah menera-
pakan e-government dalam penyelenggaraan
pemerintahan masih termasuk dalam kualifikasi ku-
rang lengkap\baik (KABTA, 2015 dalam Putra and
Swastika, 2016). Selanjutnya, variabel transparansi
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pengelolaan keuangan daerah memiliki nilai teren-
dah 0,13, nilai tertinggi 1,00, dengan nilai rerata
sebesar 0,37. Artinya, angka rerata ini mengindi-
kasikan bahwa tingkat transparansi pengelolaan
keuangan daerah di Indonesia berada dibawah angka
0,60, sehingga masih termasuk dalam kualifikasi

sangat tidak transparan (Adiloglu & Vuran, 2012).
Hasil ini sesuai dengan penelitian (Ritonga and
Syamsul, 2016; Syamsul and Ritonga, 2017;
Syamsul, 2020) yang juga menjelaskan bahwa in-
deks transparansi pengelolaan keuangan pemerintah
daerah di Indonesia masih kecil (rendah).

Tabel 2
Deskripsi Variabel Penelitian
Variabel N Minimum Maximum Mean Std. Dev
Egovernment 80 0,45 0,81 0,66 0,09
TPKD 80 0,13 1,00 0,37 0,23

Sumber: data primer diolah, 2020
Deskriptif Penelitian

Mengacu pada tabel 3, tertera besarnya nilai Kol-
mogorov-Smirnov (K-S) sebesar 1,237 dengan ting-
kat signifikansi 0,094. Maknanya, residual model

regresi penelitian ini terdistribusi secara normal,
karena nilai signifikansinya lebih besar dari yang
ditetapkan yaitu 0,05 (0,094 > 0,05)

Tabel 3
Uji Normalitas Data
Variabel N KS-Z Sig P-Value Ket.
E-government 80 1,237 0,094 P> 0,05 Data Normal

Sumber: data primer diolah, 2020
Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan uji statistik dengan Spearman’s Rank
Correlation pada tabel 4 menunjukkan variabel e-
government berpengaruh tidak signifikan terhadap

variabel unstandardized residual. Dengan tingkat
signifikansinya 0,719 melewati ambang batas nilai
signifikansi yang ditetapkan sebesar 0,05, oleh kare-
na itu model regresi terhindar dari masalah het-
eroskedastisitas.

Tabel 4
Uji Heteroskedastisitas Data
Variabel N Koefisien Sig P-Value Ket.
E-government 80 -0,041 0,719 P > 0,05 Data Bebas
Sumber: data primer diolah, 2020
sebut mengindikasikan bahwa penerapan e-

Uji Heteroskedastisitas

Studi ini mengkaji dampak implementasi e-
government terhadap transparansi pengelolaan keu-
angan daerah. Model regresi pada tabel 5 men-
erangkan angka R Square sebesar 0,152. Angka ter-

government mampu menjelaskan sebesar 15,2 per-
sen transparansi pengelolaan keuangan daerah, se-
mentara sebesar 84,8 persen ditentukan oleh variabel
luar.

Tabel 5
Hasil Uji Regresi Linier Sederhana
Variabel Koefisien Nilai T Sig P-Value Ket.
(Constant) -0,268 -1,558 0,123 P >0,05 Tidak Signifikan
E-government 0,960 3,738 0,000 P <0,05 Signifikan
R-Square 0,152

Sumber: data primer diolah, 2020

Uji t pada tabel 5 memperlihatkan nilai
koefisien regresi e-government sebesar 0,960, dan
nilai t hitung sebesar 2,413 pada tingkat signifikansi
0,000. Nilai signifikansi e-government tersebut lebih
rendah dari taraf signifikansi yang diajukan sebesar
0,05 (0,000 < 0,05). Model ini mengindikasikan
bahwa kenaikan 1 persen indeks e-government

mengakibatkan terjadinya peningkatan transparansi
pengelolaan keuangan daerah sebesar 96 persen.
Fakta ini mencerminkan bahwa penerapan e-
government memiliki pengaruh positif dan signif-
ikan pada transparansi pengelolaan keuangan dae-
rah. Dengan demikian, jawaban atas pertanyaan riset
ini adalah iya, implementasi e-government mampu
meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan
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daerah di Indonesia, begitupla hipotesis yang di-
usulkan pada riset ini tidak dapat ditolak.

Pembahasan

Studi ini memperlihatkan bahwa implementa-
si e-government berdampak positif dan signifikan
terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah
di Indonesia. Artinya, semakin baik tingkatan pen-
erapan e-government menjadikan level transparansi
pengelolaan keuangan daerah semakin tinggi. Bukti
tersebut, konsisten dengan temuan Torres, Pina and
Royo (2005) tentang pemerintah regional dan lokal
di Uni Eropa, Bonsén et al. (2012) tentang
pemerintah lokal UE, dan Alcaraz-quiles et al.
(2018); LoOpez-lépez et al. (2018) di Spanyol, yang
menjelaskan bahwa implementasi e-government
penting untuk meningkatkan transparansi publik.
Kemudian, temuan ini menguatkan argumentasi
Bannister and Connolly (2014) menegaskan bahwa
teknologi informasi dan komonikasi (TIK) adalah
alat yang ampuh untuk meningkatkan transparansi.

Selain itu, temuan ini juga mendukung pen-
dapat dari Jaeger and Bertot (2010), mengungkap-
kan bahwa situs website entitas publik, portal data,
media sosial, pertemuan online, dan umpan balik
atas kebijakan publik memainkan peran penting da-
lam mempromosikan transparansi pemerintah, dan
juga sejalan dengan Hill (2004) yang menjelaskan
bahwa manfaat utama dari penggunaan e-
government adalah  peningkatan transparansi
pemerintah, sehingga memudahkan masyarakat
(publik) untuk memantau jalannya pemerintahan,
dengan demikian lebih sulit bagi pemerintah untuk
terlibat dalam praktik korupsi. Begitu pula, argu-
ment Lupu and Georgiana (2015) yang menyatakan
bahwa e-govornment digunakan, karena diyakini
sebagai cara yang efisien dan efektif untuk mening-
katkan transparansi dan mengurangi korupsi publik.
Kemudian, sesuai dengan pendapat Ardielli (2016)
yang menyatakan bahwa e-government dapat mem-
berikan peluang yang signifikan untuk mengubah
lembaga pemerintah yang tertutup menjadi lebih
transparan, terbuka, dan informasi yang tersedia
lebih banyak. Singkatnya, penerapan e-government
itu penting untuk mendorong transparansi
pemerintah, sebab dinilai jalan inilah yang paling
efisien dan efektif untuk mencurahkan informasi
yang seluas-seluasnya kepada publik.

Secara khusus, dalam konteks Negara Republik In-
donesia penelitian ini mendukung Inpres RI Nomor
3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Na-
sional Pengembangan E-government, yang mengha-
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ruskan setiap organisasi pemerintahan, mulai dari
level pemerintah pusat hingga pemerintah daerah
untuk merancang, mengembangkan serta
mengimplementasikan e-government, sebagai wadah
penyaluran informasi kepada publik. Implementasi
e-government, selain untuk mempromosikan trans-
paransi, menurut Lupu and Georgiana (2015) e-
government juga memiliki berbagai tujuan, yaitu:
mempercepat penyampaian layanan kepada publik
(masyarakat), hubungan antar bisnis dan industri,
meningkatkan akses publik terhadap informasi,
meningkatkan efisiensi pemerintah, dan pada
akhirnya mengurangi korupsi, dan mereduksi biaya.
Kemudian, menurut Sayimer (2015) agar penerapan
e-government berhasil, pemerintah harus melibatkan
warganya dan memasukkan pandangan, harapan,
dan keinginan (minat) mereka ke dalam kebijakan,
sebab pengetahuan ini akan membangun ke-
percayaan yang lebih besar antara warga dan
pemerintah. Akhirnya, transparansi melalui e-
government sangat penting dalam mendorong
keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalan
mengawasi jalannya pemerintahan, sehingga mengu-
rangi korupsi dan meningkatkan kepercayaan
masyarakat pada pemerintah.

5. SIMPULAN

Riset ini berhasil menerangkan bahwa pen-
erapan e-government berdampak positif terhadap
transparansi pengelolaan keuangan daerah. Artinya,
peningkatan kualitas implementasi e-government
berimplikasi pada naiknya indeks transparansi
pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, hasil
ini pararel dengan temuan (Alcaraz-quiles et al.,
2018; Bonson et al., 2012; L6pez-lopez et al., 2018;
Torres et al., 2005) yang membuktikan bahwa pen-
erapan e-government menjadikan transparansi
pemerintah yang lebih baik. Dengan demikian, ja-
waban atas pertanyaan penelitian ini, adalah iya,
implementasi e-government dalam penyelenggaraan
pemerintahan berimplikasi positif pada peningkatan
transparansi pengelolaan keuangan daerah di Indo-
nesia.

Selanjutnya, temuan penelitian ini memiliki
kontribusi praktis bagi pemerintah (pejabat kemen-
trian terkait), untuk dapat dijadikan sumber rujukan
dalam mengambil keputusan yang efektif. Dalam
rangka mempromosikan transparansi pengelolaan
keuangan daerah yang lebih luas. Maka, solusinya
adalah dengan mengoptimalkan penerapan e-
government. Untuk itu, pejabat terkait perlu mela-
lukan pemeringkatan penerapan e-government untuk
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setiap periode, sehingga diketahui posisi implemen-
tasi e-government suatu daerah berada level mana,
apakah termasuk tingkatan bawah atau tingkatan
atas. Kemudian, studi ini juga dapat dijadikan sum-
ber referensi pada penelitian selanjutnya yang
mengkaji tentang “e-government dan transparansi”
di Indonesia. Penelitian ini terbatas hanya menguiji
e-government saja sebagai variabel indepen dalam
menjelaskan variabel terikat transparansi pengel-
olaan keuangan daerah. Riset selanjutnya dapat
menguji variabel independen lain, seperti komitmen
kepala daerah, persaingan politik, solvabilitas keu-
angan, karakteristik kepala daerah, dan tingkat kese-
jahteraan masyarakat (Esteves de Araujo and
Tejedo-Romero, 2016; Abu-Shanab, 2013; Jaeger
and Bertot, 2010).
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